BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN B
NOMOR: 01.4 TAHUN 201

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRONT N/TRAILER

Menimbang sumber

bermaanfaat

Mengingat

n Desa Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Ne ara Repubhk Indonesia Tahun 1957 Nomor : 79)

yeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Nepcw isme (Lembaran Negara Republik Indonesia

tang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
paten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
ovinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 5059);

]
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nom
Tentang Pembentukan Peraturan

(Lembaran Negara Republik Indonesxa Ta

a{hg Nomor 8 Tahun 1981
mbaran Negara Republik

‘Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
igan Daerah (Lembaran Negara
© 2005 Nomor: 140, Tambahan

Pengelolaan
Indonesia .

epublik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
inaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia

} :ppubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor : 20, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor : 4609) sebagaimana

‘ 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
nerintah Republik Indonesia Nomor Peraturan Pemerintah
epublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
‘Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4855);
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12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub Indonesm Tahun
2007 Nomor : 82, Tambahan  Lembaran : Republik
Indonesia Nomor : 4737);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia’
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negg

Negara Republik Indonesia Tahun 2(}1

Tentang Perubahan K
Republik Indonesia

016 Nomor : 0130);

dran Bupati Seram Bagian Baraf Nomor 39 Tahun 2016
ntang Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
‘ ram Bagian Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 0144).
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MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRONTON RAILER

BAB 1
KETENTUAN UMUM

2. Bupati adalah Bupati Seram Bagi

3. Pemegang kekuasaan pengelolaan
Kepala Daerah.

4. OPD pelaksana adalah D1na
Bagian Barat.

5. Kepala Organisasi Perangkat
OPD adalah Kepala Organisas
Pemerintah Daerah Kat

meliputi perseroan terbatas,
n lalnnya, Badan Usaha Milik Negara

; koperasi, dana pe;
. organisasi massa, oOrj
se_]ems, lembaga,

! ersekutuan, perkumpulan, yayasan,
nisasi sosial politik, atau organisasi yang

5 1 orang perseorangan atau badan usaha, baik
1 maupun yang tidak berbadan hukum
alah orang perora.ngan atau dan/atau badan

‘Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
itah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

susi Mobil Tronton/Trailer adalah besaran harga jasa
pemakalan mobil tronton/trailer yang dipungut atas dasar pelayanan

pemakaian mobil tronton/trailer milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat.

12, “
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13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD

adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi terutang.

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah b
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi a

15. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh
dengan menganut prinsip komersial karena i
pula disediakan oleh sektor swasta.

16. Beban operasional adalah beban mobili
lokasi parker Dinas Lingkungan H1du
tanggung-Jawab pemaka1

yang selanjutnya disingkat STRD
1 tagihan retribusi dan/atau sanksi

. data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

rutang sampai keglatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
rta pengawasan nyetorannya

BAB I

LONGAN, PRINSIP DAN SASARAN
ENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Golongan Retribusi
Pasal 2

Retribus p akaian mobil tronton /trailer digolongkan sebagai Retrbusi Jasa
Usaha.
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Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Pasal 3

Pemerintah Daerah kepada pihak pemakai.
(2) Sasaran tarif retribusi pemakaian mobil

memperoleh keuntungan yang

pemeliharaan/perawatan mobil tronton/ traile
(3) Keuntungan yang layak sebagaimana dim
keuntungan yang diperoleh sesuai pelayar
dan berorientasi pada harga pasar.

trailer untuk

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

aian mobil tronton/trailer yang

. Bagian Ketiga
Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan wakfu pemakaian mobil
tronton / atas pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
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BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(enam puluh) menit dan/atau kurang
pemakaian 1 jam.

tribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
‘hatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
dari penerimaan tarif retribusi pemakaian tronton/trailer
diutam untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
{ araan pelayanan yang bersangkutan. .
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WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah dan wilayah’
aset Pemerintah Daerah dan di luar daerah Kabupaten Se

PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungut
Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunal Surat Ketetapanf R
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya

tribusi yang terutang berdasarkan
aerah sesuai ketentuan peraturan

yangf diten tukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati.

Tata Cara Penagihan
Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertenta tidak membay"
atau kurang membayar ditagih dengan menggunak
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana:
didahului dengan Surat Teguran.
(3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembet

at pada waktunys

(1)

1){’ adalah pejabat pegawai
Daerah yang diangkat oleh
etentuan peraturan perundang-

(2)

dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
an tindak pidana di bidang Retribusi;

, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
li bidang Retribusi;

“nggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
an, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
. terhadap bahan bukti tersebut;

likan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
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£l

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kel
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan k
perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat' |
dimulainya penyxdlkan dan menyampaikan hasﬁ-‘

enyidikan
peraturan

aimiana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
1 Hldup atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 18

ian mobil tronton/trailer paling sedikit memuat hal-

at yang d1a.ngkut

a waktu pemakaian dan lokasi pemakaian alat.
System pembayaran

keadaan mendesak dan/atau POST MAJUERE
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BAB VIII
Ketentuan Penutup s
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangk
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer:
Bagian Barat.

gan Peraturan

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 3% JAN
SEKRETARIS DAERAH KA

ATEN SERAM BA BARAT

MANSUR '_rtjf :

BERITA DAERAH KABUPA

BAGIAN BARAT TAHUN ......
NOMOR 914%.a
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR . O0l.o TAHUN 2018
TANGGAL 4% JANUARI 2018
TENTANG

: RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRONTON/TRAILER

FORMAT SURAT PERJANJIAN
PEMAKAIAN MOBIL TRONTON/TRAIL

PR DO IO (v ciiiiiiveessroinmnrss e SRR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini

IL.

an dengan pihak kedua, dimana pihak
n oleh pihak kedua disertai dengan

Lama Pemakaian

i ternyata terjadi perubahan jangka waktu pemakaian, maka pihak
cedua akan mengadakan kesepakatan untuk merubah jangka waktu
agaimana tercantum dalam pasal ayat 1 diatas.

Pasal2

...................................

............................................................................................
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2. Biaya pemakaian mengikat, kecuali bila terjadi penambahan atau pengurangan jangka
waktu pemakaian.

Sistem Pembayaran
Pasal 3

1. Pihak kedua bersedia melakukan pembayaran kepada pihak p ama dengan cara
pembayaran dimuka atau sekaligus. :
2. Besar pembayaran dimuka ditentukan sebesar 50 % (lima puluh

n) dari biaya retribusi
daerah yang ditentukan. : :

Keadaan Memaksa

(Post Majeure)
Pasal 4

Jika terjadi keadaan memaksa (Post Majeure) maka pihak pertama dan pihak dua ersepakat
untuk melakukan peninjauan kembali secara musyawarah untuk mufakat.

Dengan ditanda tanganinya Surat Perj
mematuhi pasal-pasal tersebut diatas.
dapat dipergunakan sebagaimana mestit

ini, maka kedua belali pihak setuju untuk
Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk

Pihak Kedua

o
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PENJELASAN
ATAS °
PERATURAN BUPATI

Pada sisi lain, kewenan

atif .dapat dikategorikan
ntah Daerah tidak serta

i  sektor-sektor pelayanan pemerintahan dan

dapat menjadi obyek pemungutan. Oleh karena itu,

undang tersebut, makin lama nampaknya sedapat mungkin
pelayanan pemerintahan dan pembangunan harus minimal dalam

pemungutan sebagai beban kepada masyarakat, yang pada akhirnya
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mendorong kreativitas dan penciptaan strategi pembangunan yang
berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan
daerah, seperti pengelolaan aset daerah, efisiensi

sebagainya. .

birokrasi, dan

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian

memperhatikan dampak kebijakan baru tersebut,

infrastruktur retribusi daerah supaya lebih
tertib administrasi, maka dipandang perl
Bupati tentang Retribusi Pemakaian Mg

sepanjang memenuhi kriteri

secara kuantitatif berpotensi

enyusunan norma-norma
retribusi jasa usaha yang

erunndang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14
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